PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGER!I,

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, perlu memanfaatkan teknologi informasi;

bahwa dalam rangka membentuk database pengawasan yang
terpadu mulai dari perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan sampai
tindak lanjut dalam bentuk digital/elektronik, perlu Sistem Informasi
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara
Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Secara Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125 Tamh=2han | emh=r=an Negara Rer "'k Indonesia Nomor 4437)
seoc 'air ana « ah ¢ Joan peberaps «ali, = rakhir dengan Undang-
Und¢ \g Nomor 12 ‘ahun 2008 ! ntang perub7"an " "dua "' ~
lInd ag- ndang Nc == 22 Taht 1 2004 ter ing ' ~em rin ihan
vaerah  .embar 1 I :gara Republ Indonesia "aht * 2°° Noeo~-
59, Taml ahan L nb: ‘an Negara Re »ublik Ir ior sia  omor 48 4);

Undang- J Noor 11 Tahuri ~~  tenang 1~ aasi '
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
T amkt : han Lemt aran Nec « ra Re bubl < | .don »si « No 1or 4916);

l'ere ur.n Pemcrinten "loihor 9 Talun 2 0> =l tang Pedoman
2en bincar dai Fanjaw. sar Pcny»lens ge -aa.r Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Feraturan D¢~ atak Nom==7 38 T='..n 2707 ‘er*~=7 Pembagian
lrusai Pe mer itaha antar: F zr erint. h  Pe ne iintahan Daerah
Frovini d n [’emeiinahar Deeirah Kikpitin/ «ww (Lembaran
legarc Rrpub k lidoiesa Taw. 20J7 Nctiwo 82 Tambahan
Lermovaran Negara kepubiik inaonesia «r37),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
P~doran . Tate Cara Penooe /esan-atag.  Pznyelenggaraan
F 2meratal an Diera sedhgaimana el th dic bi v de ngan Peraturan
I'len’z2ri De am N 2get Nomor 8 “'ahuh 009 t :r ai g 2erubahan atas
Periwren Mentori Calim legeri Nonor 2, "'ah va 2007 tentang
Peuomair = 1ata Caia Fenygawasan atas Fenyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan.Menteri Dalam Neg~+<i Nemor- 24 Tahur 2007 tentang



Pedoman Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemeriksaan Reguler Di Lingkungan Departemen Dalam

Negeri;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA
NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang
ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif
sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional,
selanjutnya disebut Siwasdanas, adalah sebuah sistem aplikasi untuk menangani
mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat nasional yang
berbasis web yang dapat diakses secara online melalui intranet.

3. Sistem aplikasi berbasis web adalah suatu aplikasi yang dapat diakses melalui web
browser.

4. Web browser adalah <uatu nerangkat hinak vang berfi'=~si sebagai sarana untuk
mengakses aplikas! jerpa. s w 0.

n

Or lir o 3lah sue 1 mek nis e pen \su an data sece a langsung ' .i b .., ter  ai.,
tel w. Ing aalam je ntre etked ab . ikasi Si asdanas.

). 'r ranet au lah sua 1 jaringan rivat d: 1\ge sistem dan b arkiyar s ma engan ir crne
“in  any7 diguna an secara nterr [ da m hal ini di + akur an spe. orat Je der-
veparteinen Dalarm Negeri repunlik Inaonesia, Inspektoia. Provinsi dan inspekwrat
Kabupaten/kota.

7. Database aplikasi Siwasdanas adalah pangkalan data atau basis data untuk keperluan
penyediaan informasi pemeriksaan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Pas al 7

Ruang lingkup € wasdar.=3s m :lipu i :

a. aplikasi pemeriksaan reguler;

b. aplikasi pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah; dan
c. aplikasi [ 2ng7 duz ma syara at.

Pa :2!3
(1) Aplikasi pemeriksaan reguler aan aplikasi pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf a dan huruf ¢, digunakan Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Provinsi
dan Kabupaten/Kota.

(2) Aplikasi peierikse an akh'' ma: a jak atan ker e a darah scoaga mu a limaksud dalam
Pasal 2 huri 1 v digu né kan In¢ ne torat Jenc zre . d- n In pek orat Pro 'ir si.

rasal 4

(1) Aplikasi pemeriksaan regular sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 huruf a, meliputi:



a. perencanaan dan persiapan dan perencanaan mulai dari pembuatan peta pengawasan
tahunan, pembuatan program kerja pengawasan tahunan sampai dengan pembuatan
program kerja pemeriksaan;

b. pelaksanaan pemeriksaan, mulai dari pembuatan kertas kerja pemeriksaan, pembuatan
laporan hasil pemeriksaan;

c. evaluasi dan monitoring mulai dari tindak lanjut dan pemutahiran hasil pemeriksaan.
(2) Aplikasi pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, meliputi:

a. perencanaan dan persiapan yang meliputi pembuatan peta pamjab, program kerja
tahunan dan program kerja pemeriksaan

b. pembentukan tim pemeriksa,
c. pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

(3) Aplikasi pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢, meliputi :

a. penerimaan pengaduan masyarakat melalui on-line, portal aplikasi pengaduan
masyarakat, surat, dan/atau telepon;

b. perencanaan dan persiapan yang meliputi pembuatan program kerja tahunan dan
program kerja pemeriksaan;

c. pembuatan laporan hasil pemeriksaan.
Pasal 5

Aplikasi Siwasdanas digunakan oleh aparat pengawas internal di lingkungan Inspektorat
Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 6
Pengguna Aplikasi Siw. ~se _ Anac Idalam F _.. "~ terdiri atas:
a . operator:
I ek ek tif; can
ar minic *or sisten
Pa 17

(1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
a. operator bagian perencanaan pemeriksaan;
b. auditor; dan
c. operator bagian evaluasi dan pelaporan.

(2) Eksekutif se ., _ilhana dim ksu |l dale n P¢sal £ hulZl C)te dirf Lo s:
a. pimpinar Insoek or: t Je 1 ere Dep rten en i lam | lege i;
b. pimpinar Inspekiy atF C..1si dan
C. pimpinar. ...opektcrat [\abupaw v {ot..

Pasal 8
Pemerintah L ae ah /1e ngi ngka adn insi ator af. ‘ikasi' siw 1s :anas di li sp 2k ~rat Provinsi dan
Inspektorat K. kb upa - {o a sel agai per 3gelo _, an¢c men b rikan p :la;=1a) bagi pengguna
aplikasi Siwasc ina: .

Pasal 9
Uraian mengene aplike si § swe ¢ ana s terc intur de .« m La npiri n/ ’erat ire - Me nteri ini.

Pasil v

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



pada tanggal 5 Januari 2010

Jaws PDF Creator
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